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Penelitian ini bermaksud untuk melihat lebih jauh usaha-usaha yang 

dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial yang 
dihadapi KAT Gebangsewu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 
dengan tipe penelitian deskriptif yang bertujuan memaparkan fakta dan melihat 
bagaimana usaha pemerintah baik pusat maupun daerah dalam pelaksanaan program 
dan dijelaskan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program disertai 
dengan aspek politis dalam pelaksanaan program. Program-program yang diteliti 
mulai dari tahun 2004 sampai sekarang dikarenakan baru pada tahun 2004 Dukuh 
Gebangsewu dinyatakan sebagai Komunitas Adat Terpencil oleh pemerintah. 

Lokasi penelitian berada di Dukuh Gebangsewu sendiri. Nilai historis dan 
mitos yang membuat Gebangsewu menjadi KAT dan bagaimana kondisi 
kesejahteraan sosial masyarakat Gebangewu dijelaskan dalam tulisan ini. 

Terdapat beberapa program yang dibuat oleh pemerintah bagi warga 
Gebangsewu baik program yang bersifat khusus terkait kondisi KAT Gebangsewu 
maupun program umum pemerintah yang dirasakan warga Gebansgewu. Pelaksanaan 
program maupun faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program akan 
dijelaskan dalam tulisan ini. Keterangan dari berbagai informan baik dari sisi 
pemerintah maupun masyarakat juga akan dijelaskan, sehingga penjelasan bisa 
bersifat obyektif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usaha kesejahteraan sosial yang 
dilakukan pemerintah masih terbatas dan banyak program yang belum dilaksanakan 
dengan baik. Beberapa program yang diberikan terhadap warga Gebangsewu banyak 
mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Mitos yang berkembang di 
Gebangsewu menjadi hambatan dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial di 
Gebangsewu, faktor lain seperti kualitas SDM, terbatasnya sosialisasi dan lemahnya 
dukungan Pemerintah Daerah juga menjadi penghambat pelaksanaan program. 
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